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Abstract 

The Performance analysis of Local Goverment Working Units in compiling and discussing the 
accountability Report of Regent to Parliament of Sintang District 

FRANSISKUS EDWRDS, S. SOS 

OPEN UNIVERSITY 

This study based on the fundamental issues in implementation of the assignment in compiling 

the accountability Report of Regent of Sintang District from Governance Section Regional 

Secretariat Sintang is still not optimal. Indications of this are as follows: 

( 1) Performance data collection officer from the Local Goverment working unit (SKPD) in 

terms of meaning and understanding of LKPJ still low. Consequently the accountability Report 

of Regent Sintang to Parliament often late, which is based on Government Regulation No. 3 of 

2007 also explains that the accountability Report end of fiscal year submitted to Parliament no 

later than 3 months after the fiscal year ends. 

( 2 )Data processing development results as a material for the compiling of the accountability 

report submitted by the data collectors in each Local Goverment Working Units on Governance 

Section is not transparent and meet the requirements as stipulated in Government Regulation No. 

3 of 2007. The data presented generally refers to the key performance indicators of each Local 

Goverment Working Units. Recommendations of this study is to support the continuity of 

compiling the accountability Report of Regent of Sintang District. Coordination activities 

should be started from the beginning, which is at the planning stage. By starting from the 

planning expected a common perception among related units. To support the continuity of 

compiling the Accountability Report of Regent of Sintang District, it needs to increase the 

capacity of staff in the preparation of the data processing of Accountability Report of Regent of 

Sintang District. Indicators are used as observation to achieve these goals are 

( 1 )The increasing of competency data processing 

( 2 )The accurateness of the time in compiling the Accountability Report 

( 3 ) The level of data accuracy of the Accountability Report of Regent Sintang District. 

The Activitiy that can be done is the Compiling of the data processing training of Accountability 

Report of Regent of Sintang District. 

Keywords : Performance, Compiling, Accountability Report of Regent of Sintang District 
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ABSTRAK 

Analisis Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati Kepada OPRD 

Kabupaten Sintang 

FRANSISKUS ED\VARD, S.SOS. 

Universitas Terbuka 

Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan tugas 
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang oleh 
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yaitu masih 
belum berjalan optimal. Indikasi ha! tersebut adalah sebagai berikut: ( 1) Kinerja 
petugas pengumpu!an data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam ha! 
pemaknaan dan pemahaman tentang LKPJ masih rendah. Akibatnya Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang kepada DPRD sering terlambat, 
dirnana berdasarkan Peraturan Pernerintah Nornor 3 Tahun 2007 juga menjelaskan 
bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Pengolahan data hasil 
pembangunan sebagai bahan untuk penyusunan LKPJ yang disampaikan oleh 
petugas pengumpul data pada setiap SKPD kepada Bagian Tata Pemerintahan 
belum transparan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Data yang disampaikan pada 
umumnya belum mengacu pada indikator kinerja utama dari masing-masing 
SKPD Rekomendasi penelitian ini adalah Guna mendukung kelancaran 
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang 
kegiatan koordinasi perlu dimulai sejak awal, yaitu pada tahap perencanaan. 
Dcngan dimulai scjak pcrcncanaan diharapkan adanya kcsamaan pcrscpsi antar 
unit kerja terkait. Dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan pula dilakukan 
penyempurnaan sistem kerja. Guna mendukung kelancaran Penyusunan Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang periu peningkatan 
kemampuan staf dalam pengolahan data penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati Sintang. Indikator yang dijadikan amatan untuk 
mencapai sasaran tersebut adalah I) Meningkatnya kompetensi pengolahan data; 
2) Ketepatan waktu penyusunan LKPJ dan 3) Tingkat akurasi data LKPJ Bupati. 
Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Pelatihan pengolahan data penyusunan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang. 

Kata Kunci: Penyusunan, Pembahasan, LKPJ Bupati 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun 2013 telah melakukan 

restrukturisasi perangkat daerah, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sintan0 Nomor 10 Tahun 2013 Tentan\) Susunan Orvanisasi Peran0kat 0 0 0 0 

Daerah Kabupaten Sintang. Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 adalah 

sebagai berikut. 

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Bagian-

Bagian yang berada di bawah masing-masing asisten adaiah sebagai berikut: 

a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari: 

1) Bagian Tata Pemerintahan 

2) Bagian Hukurn 

3) Bagian Humas dan Protokol 

4) Bagian Pertanahan 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, ter<liri dari: 

1) Bagian Kesejahteraan Rakyat 

2) Bagian Ekonomi dan Pembangunan 

50 
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c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari: 

1) Bagian U mum 

2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

.J) Bagian Santel <lan PDE) 

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang 

3. Inspektorat Kabupaten Sintang 

4. Dinas (i3 Dinas) yaitu: 

1) Dinas Pekerjaan Umum 

2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

3) Dinas Kesehatan 

4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 

6) Dinas Perhubungan dan Informatika 

7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

8) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan 

9) Dinas Pendapatan Daerah 

lO)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

11) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

12)Dinas Pe1iarnbangan dan Energi, 

13) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. 

5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari: 

i::1 
_; l 

42512.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



l) Badan Perencanaan Pembangunan Dae rah 

2) Sadan Kepegawaian Daerah 

3) Sadan Keluarga Serencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

4) Sadan Lingkungan Hidup 

5) Sadan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan 

6) Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

7) Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8) I3adan Penanggulangan Bencana Daerah 

9) Kantor Kesatuan Sangsa dan Politik 

10) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 

l l)Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen Sintang 

6. Satuan Palisi Pamong Praja 

7. Kecamatan ( 14 Kecamatan ) 

8. Kelurahan ( 1G Kelurahan) 

9. Staf Ahli (5 staf ahli) 

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, pada tahun 

2015 be1jurnlah G.414 orang, dengan klasifikasi sebagaimana yang ditampilkan 

dalam beberapa tabel bzetting PNS, sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. 
Data PNS di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang 

Menurut Jenis Kelarnin 

No Jenis Kelamin 

: I Laki-laki 

2 
Jumlah (orang) Persentase (%) 

3 4 

4.480 G9,85 

2. Perernpuan 1.934 30,15 

I Jurnlah 6.414 100,00 

Surnber: BKD Kabupaten Sintang, 2015 

Dari tabel di alas, jelas terlihat bal1vva jumlah PNS di lingkungan 

Pernerintah Kabupaten Sintang didorninasi laki-laki yaitu sebesar 69,85 % atau 

4.480 orang, sedangkan perernpuan sebesar 30, 15 % atau 1.934 orang. Dilihat dari 

angka tersebut rnaka perbandingan berdasarkan jenis kelarnin adaiah i . 2,3. Lebih 

banyaknya jenis kelarnin laki-laki sebagai PNS di lingkungan Pernerintah 

Kabupaten Sintang dengan pertirnbangan bahwa rnedan wilayah Kabupaten 

Siniang sangat luas dan berl.iukit. Ada beberapa wilayah kecamatan yang hanya 

dapat diternpuh rnelalui transportasi air. 

Selanjutnya diutarakan jumlah PNS di lingkungan Pernerintah 

Kabupalen Sintang menurut golongan kepangkatan. AJapun data lersebut Japat Ji 

lihat pada tabel di bawah ini : 
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i No 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tabei 4.2. 
Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 

Menurut Golongan 

Golongan I Jumlah (orang) I Persentase (%) 
I 

I 

1681 2,62 
II 2.166 33,77 
TTT ' (),.,,., 61,15 lti 

j 

'~58 ! IV 2,46 

I 

I Jumlah I 6.414 1 100,00 
Sumber: BKD Kabupaten Sintang, 2015 

54 

Dari tabel di atas, tampak bahwa jurnlah terbesar PNS di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sintang berada pada golongan III yaitu 61,15 % atau 3.922 

orang, sedangkan jumlah terkecil pada golongan IV yaitu sebesar 2,46 % atau 158 

orang. Selanjutnya data PNS di iingkungan Pemerintah Kabupaien Sintang 

berdasarkan tingkat pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.3. 
Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 

Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

No. Tingkat Pendidikan 
1 . Sekolah Dasar 
2. SLTP 
3. SLTND.I 
4. D. ll 
5. D.lll/Sarmud 
6. Sarjana/S.I 
7 Pascasarjana/S 2 

I Jumlah 

Sumber: BKD Kabupaten Sintang, 2015 

Jumlah (orang) I 

257 I 

268 
3.601 
1.029 . 

459 
725 

75 . 

6.414: 

Persentase (%) 
4,01 
4,18 

56,14 
16,04 
7, 17 
11,30 
L17 

100,00 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar PNS di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sintang tingkat pendidikan formalnya SL T AID.I yaitu 

56, 14 % atau 3.601 orang. Sedangkan persentase terendah pada tingkat 

pen<li<likan Pasl:sa1jana yaitu 1, 17 % atau 75 orang. Tetapi mengingat Kabupaten 

Sintang termasuk kabupaten yang tingkat perekonomian, pendidikan dan 

kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, kondisi ini menunjukkan kemajuan 

yang luar biasa dilihat dari banyaknya PNS yang berpendidikan Pascasa1jana dan 

Sarjana Dengan persentase sebesar 1, 17 % diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran demi kemajuan Kabupaten Sintang itu sendiri. 

Kernudian untuk mengetahui data PNS yang telah rnengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pegawai khususnya Diklat Struktural dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4. 
Data PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 

Menurut Diklat Struktural 

No. Diklat Struktural 
1. Sepada/ Adum 
2. Sepala/ Adumla/Diklatpim Tk. IV 
3. Spadya/Spama/Diklatpim Tk. III 
4. Spamen/Sespa/Diklatpim Tk. II 
5. Spati/Diklatpim Tk. I 

I Jumlah 

Sumber: BKD Kabupaten Sintang, 2015 

Jumlah (orang) 
468. 

268. 
104 
34 ! 

874 1

• 

Persentase (%) 

53,551 

30,6~ I 
11,90 
3,89 
0,00 

100,00 
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Dari tabei <li atas teriihat bahwa Diklat Strukturai yang paling banyak diikuti 

oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Sepada/ Adum 

yaitu sebanyak 53,55 % atau 468 orang. Namun sejak tahun 2001 diklat dimaksud 

teiah <lihapus bersamaan <lengan penghapusan eseionering pa<la eselon V. 

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang 

dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung 

. 1 1 d I3 . s. ...... k 1 s 1 . D l TT b ,.., . Jawao Kepa a upat1 mtang. 1 ugas po -oK eKretanat aera 1 l\...a upaten ;:,mtang 

sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2008, adalah membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan tugas penyelenggaraan 

pernerintahan, administrasi, 01ganisasi, hukum Jan tatalaksana serta mernberikan 

pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. 

Tugas dari masing-masing Bagian Sekretariat Daerah adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagian Tata Pemerintahan, melaksanakan pengumpulan bahan dan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkembangan 

penyelenggaraan tata pemerintahan umum, Kecamatan, Kelurahan Jan desa 

serta otonomi daerah. 

2. Bagian Hukum, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembmaan, dan 

petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan program serta melakukan 

monitoring dan evaluasi dalam penataan, perumusan, penelaahan, pengkajian 

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan 
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Desa, penyeienggaraan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan Penyidik 

PNS, publikasi hukum, clan penclokumentasian hukum, penataan procluk 

hukum claerah serta pembinaan Hak Asasi Manusia. 

3. Bagian Humas dan Proiokol mernpunyai tugas melaksanakan pengurnpulan 

bahan clan penyusunan pecloman, program clan petunjuk teknis pembinaan clan 

evaluasi clalam penyelenggaraan humas clan keprotokolan, penerbitan clan 

pemberitaan, pelayanan informasi dan pendukumentasian. 

4. Bagian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan 

penyusunan pedoman, program dan petunjuk teknis pembinaan monitoring 

dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan penguasaan dan 

penatagunaan tanah dan pengukuran hak-hak atas tanah. 

5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis, melaksanakan 

penyusunan program serta melakukan penataan clan evaluasi penyelenggaraan 

pengembangan perekonomian dan administrasi pembangunan claerah serta 

rneiak.ukan pembinaan bagi pengembangan dan peningkaian produkiiviias 

sarana perekonomian masyarakat, sarana produksi daerah, perusahaan daerah 

serta melakukan pengendalian administrasi pembangunan. 

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat rnempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

tugas, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan mental spirituil, 
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pengadmm1strasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial 

kemasyarakatan. 

7. Bagian Umum mempunyai tu gas melaksanakan pengumpulan bahan dan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkembangan 

penyelenggaraan urusan perawatan rumah tangga, ketatausahaan p1mpman, 

penghubung, keuangan, program dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah. 

8. I3agian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta 

melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan organisasi, 

meliputi ketatalabanaan, kelernbagaan, analisis jabatan dan penyusunan 

formasi jabatan dalam organisasi Sekretariat Daerah dan perangkat daerah 

lainnya. 

9. Bagian Sandi, Telekomunikasi <lan Pengolahan Data Elektronik mempunyai 

tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis serta evaluasi penyelenggaraan urusan Sandi, Telekomunikasi 

dan Pengoiahan Data Elektronik Daerah dan perangkat daerah lainnya. 

Khusus untuk Bagian Tata Pemerintahan untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut, fungsi Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kerja I3agian Tata Pemerintahan berdasarkan visi dan 

misi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan tugas. 
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2. !viemberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bagian dan personil di 

Bagian Tata Pemerintahan yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar 

tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan benar. 

3. Meiakukan pengawasan kepada para Kepala Sub Bagian dan personii 

Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif 

maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan 

. 1 k penym1pangan peia sanaan tugas. 

4. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian-Sub 

Bagian pada Bagian Tata Pemerintahan dengan membandingkan antara 

hasil ke1ja yang dicapai Jengan rencana ke1ja yang telah Jitetapkan untuk 

mengetahui tingkat kinerja yang dicapai. 

5. Menyusun konsep perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penataan 

wilayah pemerintahan dan pembinaan pemerintahan umum, serta 

pengembangan otonomi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan kerja dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis. 

G. Menyusun k.onsep naskah dinas yang berk.aitan dengan ruang lingkup tugas 

Bagian Tata Pemerintahan sesuai arahan atasan sebagai informasi dan 

bahan pertimbangan kepada dalam mengambil keputusan. 

7. Melakukan identifikasi kewenangan pernerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku 
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untuk membedakan batas kewenangan yang dimiliki agar tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaannya 

8. Menyiapkan bahan administrasi pengangkatan pejabat Negara 

diiingkungan Pemeriniahan Kabupaten Siniang sesuai <lengan ketentuan 

dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan, penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati, 

penyiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, pengoordinasian kegiatan 

penyusunan jawaban pemerintah atas pertanyaan usul, dan saran legislatif, 

serta fasilitasi pernbinaan pernerintah kecarnatan Jan kelurahan 

10. Melakukan koordinasi kegiatan penataan wilayah pemerintahan dan 

pembinaan pemerintahan umum, pengembangan otonomi daerah dengan 

unit kerja terkait agar kegiatan dimaksu<l dapat <lilaksanakan secara 

terarah, terpadu dan selaras. 

11 . Mengajukan saran dan pertimbangan mengenai permasalahan yang 

berkaitan dengan penataan wilayah pemerintahan dan pembinaan 

pemerintahan umum, pemerintahan desa serta ketentraman dan ketertiban 

umum serta upaya pemecahannya yang dilakukan secara lisan maupun 

tertuiis sebagai bahan pe1iimbangan bag1 pirnpinan dalam rnengarnbil 

keputusan. 
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12. Melaksanakan tugas ke<linasan lainnya yang berkaitan <lengan tugas pokok 

dan fungsi Sekretariat Daerah yang diberikan oleh pimpinan agar tugas 

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah berjalan baik dan benar. 

i 3. Menyarnpaikan iaporan pelaksanaan tugas dan hasiinya kepada Sekreiaris 

Daerah Melalui Asisten Pemerintahan sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas, bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh pimpinan . 

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan 

strategis adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Manusia (SD:M) 

Pada tahun 20 l 5, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 235 orang pegawai dengan 

komposisi sebagai berikut: 

1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 203 orang. 

a). Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari: 

i) G , , 010ngan l 1 i 01aug 

ii) Golongan II 77 Orang 

iii) Golongan III 94 Orang 

iv) Golongan iV '"'' Orang LI 
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b). Dari segi Kuaiifikasi Pendidikan Formal, ter<liri <lari: 

i) S2 19 Orang 

ii) SI 58 Orang 

iii) D3 , . 
Orang I'+ 

iv) SLTA 84 Orang 

v) SLTP 22 Orang 

" SD G Orang VI) 

c) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut: 

i) DIKLATPIM II 9 Orang 

"\ 
ii) DIKLATPIM 111 7 Orang 

iii) DIKLATPIM IV 25 Orang 

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut: 

., 
Eselon II 9 Orang I) 

ii) Eselon Ill 11 Orang 

iii) Eselon IV 27 Orang 

2) Pegawai Non Orgar1ik (Tenaga Honor Rutin) denganjurnlah 32 ora1ig. 

b. Sarana dan Prasarana 

Salah satu sumber <laya yang men<lukung kelancaran pelaksanaan tugas 

adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana 

yang tersedia di Sekretariat Daerah adalah: 
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l ). Gedung Kantor 

Gedung Kantor Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor 

yang merupakan Kantor Sekretariat Daerah, terletak di Jalan Pangeran Muda 

nomor 230, Sintang. Disamping Gedung Kantor yang telah disebutkan <liatas, 

Sekretariat Daerah mengelola gedung-gedung sebagai berikut: 

a) Gedung di Jalan Piere Tendean. 

b) Gedung Pancasila di Jalan Ahmad Y ani. 

c) Gedung Balai Ruai di Jalan Merdeka. 

d) Gedung Serbaguna di Jalan Oevang Oeray. 

e) Rumah Jabatan Ilupati di Jalan MerJeka. 

f) Rumah Jabatan Wakil Bupati di Jalan Ahmad. 

g) Rumah Jabatan Sekda di Jalan Oevang Oeray. 

2 ). Ken<laraan 

Kendaraan yang tersedia, yaitu : 

a) Kendaraan Roda Dua 

b) Kendaraan Roda Empai 

c) Kendaraan Air Bermotor 

3). Komputer 

a) Komputer yang terse<lia 

b) Lap Top 

21 unit 

15 unit. 

4 unit 

49 unit 

12 unit 
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B. Hasil 

1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada 
DPRD Kabupaten Sintang 

Hasil wa'vvancara dengan Sekrctaris Dacrah Kabupaten Sintang selaku 

Ketua Tim Penyusun LKPJ Bupati Sintang dinyatakan bahwa dalam Rencana 

Strategis Sek1etariat daerah Kabupaten Sintang yang berkaitan <lengan 

pelaksanaan tupoksi Bagian Tata Pemerintahan, kebijaksanaan operasional yang 

hendak dicapai adalah Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKP J) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah . Dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Sintang yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Bagian Tata Pemerintahan, program yang 

hendak dilaksanakan adalah Optimalisasi Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Has ii 1 wawancara aengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, bahwa 

berdasarkan kebijaksanaan operasional yang hendak dicapai tersebut maka Bagian 

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menetapkan sasaran 

antara lain sebagai berikut: Terciptanya Peningkatan Pelayanan Kedinasan 

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kerangka pengukuran kinerja pencapaian 

sasaran yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada Laporan hasil 
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pelaksanaan kerja dijelaskan pa<la tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Di Bagian Tata 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 

Sasaran Indikator Sasaran 

Terciptanya 
Peningkatan 

1 

1. Tingkat Kemampuan 
' aparatur, ketepatan 

Kedinasan . 
Kepala Daerah/ I 
\Vakil Kepala 
Dae rah 

\vaktu, scrta tingkat 
akurasi data dalam 
penyusunanLaporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
(LPPD) Kepada 
Pemerintah, Laporan 
Keterangan 
Pertan ggun gj awahan 
(LKP J) Kepala Dae rah , 
Kepada Dewan 
Penvakilan Rakyat 
Daerah, Dan lnformasi ' 
Laporan 
Penyeienggaraan 
Pemerintahan Daerah 

JS~pada ~~s_yara~a.t _ .. 
2. Tingkat Kemampuan 

aparatur, ketepatan 
waktu, serta tingkat 
akurasi data dalam 
penyusunan jawaban 
pcmcrintah atas 

, pertanyaan usu!, dan 
j saran legislatif 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

100% 

100% 

IR 
1
. .1 Persentase I 

ea 1sas1 C . 
(%) apa1an 

0 
Target(%) 

55 55 

75 75 

Sumber: Dokumen LAK.lP Sekretanat Daerah Kabupaten Sintang. 
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Berdasarkan data pada tabei di atas, tingkat kemampuan aparatur, 

ketepatan waktu, serta tingkat akurasi data dalam penyusunan Laporan 

Pen:yelenggaraan Perne1 intahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakiian Rakyat Daerah, Dan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat masih belum mencapai target yang 

d
·1 1 

111arapKan. 

Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban I3upati Kepada DPRD Kabupaten Sintang dilihat 

dari tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan dalam 

penyusunan LKPJ. Berkaitan dengan ha! ini, berikut ini ditampilkan hasil 

wawancara penulis dengan salah seorang staf di Bagian Tata Pemerintahan Setda 

Kabupaten Sintang menyangkut pemahaman terhadap tugas dalam penyusunan 

LKPJ: 

"Tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kami pahami, dalam 
pelaksanaan tugas apabila kami menemukan kesulitan dalam 
penanganannya, ha! itu kami koordinasikan dengan rekan-rekan sekerja 
atau langsung kepada pimpinan, untuk mendapatkan solusi pemecahannya. 
" 

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Kdsubbag Pengernbangan 

Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sintang dalam 

wawancara dengan penulis : 

"Tingkat pemahaman terhadap tugas-tugas yang tertera dalarn uraian tugas 
khususnya dalam penyusunan LKPJ Bupati cukup baik. Karena dalam 
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pelaksanaanya kami telah diberi arahan atau penJelasan dari pimpinan 
menyangkut mekanisme penyelesaian tugas sehingga dalam 
pelaksanaannya tidak mendapatkan kesulitan yang berarti" 

Meskipun demikian, bukan berarti pemahaman aparat terhadap apa yang 

menjadi beban tugasnya telah dipahami sepenuhnya dengan baik. Salah satu 

penilaian yang dikernukakan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda 

Kabupaten Sintang : 

"Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih 
kurang schingga sering mcnimbulkan kctcrlambatan dalam pcnyclcsaian 
suatu masalah/pekerjaan. Cara mengatasinya antara lain dengan 
mempersiapkan pegawai untuk mengikuti kursus-kursus atau pelatihan 
tekms serta melakukan mekamsme kontrol yang tepaf'. 

Berkaitan dengan kondisi diatas, ha! ini menunjukkan bahwa tingkat 

pemahaman terhadap tugas penyusunan LKP J bagi aparat yang ada didalamnya 

cukup baik. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, 

tujuan organisasi serta fungsi Bagian Tata Pernerintahan Setda Kabupaten Sintang 

sebagai unsur pelaksana yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-

tugas pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana. Jangka waktu 

penyelesaian tugas-tugas aparat khususnya dalam aspek administrasi rnerupakan 

salah satu aspek yang dilihat dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas 

aparat dalam penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Karena semakin cepat 

penyelesaian tugas maka dapat dikaiakan semakin optimal tingkat efektivitas 
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tugas aparat daiam penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil wawancara penulis dengan salah satu staf di Biro Kepegawaian : 

"Jangka waktu penyelesaian tugas/permasalahan yang dihadapi dalam 
penyusunan LKPJ Ilupati Sintang satu sampai dua hari kalau sernua data 
yang diperlukan telah dipenuhi. Tapi penyelesaian tugas tersebut biasanya 
tergantung pada jenis data yang diperlukan. Apabila memerlukan data 
yang lebih mendalam akan memerlukan waktu yang relatif lama atau leb1h 
dari I minggu. 

S 1 . t · 1 t , . . . ., t k ' ., I emaKm epm waK u yang UIJdi1J1Kan un u · rnemoenKan pe ayanan 

administrasi maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja 

aparat pada Bagian Tata Pemerintahan dalam menyelesaikan tugas penyusunan 

LKPJ. Berikut ini diketengahkan basil wawancara dengan salah seorang staf pada 

Bagi an Tata Pemerintahan : 

"Untuk penyelesaian tugas penyusunan LKPJ tergantung pada 
I,,., I,.,,., "''npnn rlatn ""~" d1.p 0 r{• • l'an a1'an tc~"'"'l. rl.-, 1a~ ~e""e!e~a1·ann' "' h.\.;1\..;i15t"-d ll u a y uu5 ~· U.l'-t.. 1, l. t-.._(_ L tup Uul 111 }-J •1) .:n. u y u 

masih sering terjadi keterlambatan. Hal ini juga disebabkan karena data 
yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh SKPD sehingga aparat 
perlu melakukan konfirmasi ulang terhadap persyaratan yang diperlukan, 
ha! ini cukup memerlukan waktu karena kadang-kadang pada waktu 
dikonfirmasikan mereka tidak ada ditempat. 

Dari uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan 

tugas aparat pada Bagian Tata Pemerintahan dari aspek efektivitas yang dilihat 

dari pemahaman akan tugas dan pekerjaan kantor, tenggang waktu penyelesaian 

suatu permasalahan, ketepatan dalam penyelesaian berkas permasalahan serta 

jumlah penyelesaian surat'berkas permasalahan dapat dikatakan masih belum 
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optimal. 

Berdasarkan ura1an diatas, kegiatan merupakan aktifitas paling 

operasional Jalarn rangka pelaksanaan tu gas dan f ungsi organisasi pemerintah. 

Dari kegiatan ini kinerja dapat diukur. Dengan demikian pengukuran keberhasilan 

organisasi di dalam pencapaian visi dan misi tergantung dari impiementasi 

kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Orientasi Jan workshop penyusunan La po ran Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang 

b. Pelatihan teknis pengolahan data untuk menyusun Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang. 

Proses Pengolahan Input Data llasil Pembangunan Yang Telah Dicapai 

Oleh Setiap SKPD Sebagai Bahan Untuk Penyusunan LKPJ Kepada Bagian Tata 

Pemerintahan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan LKPJ 

Bupati dilakukan melalui koordinasi fungsional baik secara horizontal (koordinasi 

terhadap unit/instansi yang setingkat), secara diagonal (koordinasi terhadap 

instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya) maupun 

secara territorial (koordinasi terhadap instansi iainnya yang berada dalam suatu 

wilayah tertentu). 

Berkaitan dengan ha! tersebut untuk mengetahui, jenis koordinasi yang 

paling sering digunakan dalam kuurdinasi penyusunan LKPJ Bupati oleh Bagian 

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang diketahui jenis 

koordinasi fungsional paling sering digunakan dalam koordinasi penyusunan 

42512.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



'7n 
IV 

LKP J Bupati oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sintang Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sintang dari kedua kordinasi tersebut (hierarkis maupun fungsional) 

yang paling sering adalah Koordinasi fungsional (koordinasi Vertikai) 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, diketahui pula koordinasi cukup sering 

dilakukan. 

Pendekatan koordinasi yang paling sering diterapkan dalam penyusunan 

LKPJ Bupati adalah peningkatan potensi koordinasi (pengiriman data dan kontak 

langsung). Cara meningkatkan potensi koordinasi yang dilakukan melalui Sistem 

Informasi Vertikal dengan mengirim data ke atas dan ke ba wah jenjang organisasi 

ataupun melalui hubungan lateral yaitu melalui kontak langsung. 

Tabel 4.7 Jenis Urusan Wajib dan SKPD Penanggung Jawab Dalam 
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 
Sintang 

No Urusan \:Vajib 
1 Urusan Pendidikan 
2 

3 

:4 
! 

· U rusan Kesehatan 

Urusan Lingkungan 
Hid up 

• Urusan Pekerjaan umum 

SKPD Penanggung Ja'.vab 
Dinas Pendidikan 
Dinas Kesehatan 

Sadan Lingkungan Hidup 
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam 

' Kehakaran 
Dinas Pekerjaan Umum 
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam 
Kebakaran 

: 5 : Urusan Penataan Ruang 
1 

Dinas Pekerjaan Umum 
Bappeda 
Badan Lingkungan Hidup 
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam 
Kebakaran 
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No , Urusan WaJib SKPD Penanggung Jawab 
6 ' Urusan Perencanaan Bappeda 

i 7 
i 8 

' --

. 9 

10 

1 1 

: 12 
,~ ,__, 

14 

15 

16 
17 

: 18 
i 19 

20 

. 21 

! 22 
I 23 

. 24 

Pembangunan 
i Urusan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum 

U rusan Pemuda dan Bagian Pemuda dan Olah Raga Setda 

-- -------- - -
, Olahraga 

Urusan 
Modal. 

Penanaman • Bagian Penanaman Modal Setda 

U rusan Koperas1 dan : 
: Usaha Kecil Menengah. 
: Urusan Kependudukan , 
i dan Catatan Sipil. 

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Dmas Perdagangan, Penndustnan, Koperas1 
dan UKM 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

i Urusan Tenaga Kerja. ' Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
' U rusan Ketahanan Pangan 
I 
! 

urusan Pemberdayaan . 
Perempuan dan · 

: Perlindungan Anak 
: Urusan Keluarga ' 

I 

Berencana dan Keluarga ' 
· Sejahtern 
' Urusan Perhubungan 
. Urusan Komunikasi dan 
, lnformatika 

Dinas Pertanian, Petemakan, Dan Perikanan 
Badan Penyuluh Pertanian, Petemakan, 
perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan 
Badan Keiuarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

Dinas Perhubungan 
Bagian Inforkom Setda 

: U rusan Pertanahan 1 Bagian Pertanahan Setda 
• U rusan Kesatuan Bangs a 
. dan Politik 

U rusan Otonomi Daerah, ' 
; Pemerintahan Umum. 

1 

i Administrasi Keuangan I 

Dae rah, Perangkat 

Badan Kesbangpolinmas 

Badan Kepegawaian Daerah 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset 
Inspektorat Kabupaten 

Daerah, Kepega\vaian dan Bagian Tata Pemerintahan Setda 
Persandian 

------

u rusan Pemberdayaan . 
1 Masyarakat 
· Urusan Sosial 
• Urusan Kebudayaan 

1 

Urusan Statistik 

Bagian Organisasasi Setda 
~agia!!_ Sante_l_ ~a.n PDE _§etda 
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Ba peda 
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No Urusan WaJib SKPD Penanggung Jawab 
25 ' Urusan Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah 
26 Urusan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah 

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang. 

Penyusunan LKP J tcrdapat :26 urusan wajib. Jenis Urusan \Vajib dan SKPD 

Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati Sin tang aJalah berdasarkan tu gas pokok dan f ungsi masing - masing 

SKPD yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan 

yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga 

negara. 

Jenis Urusan Pilihan dan SKPD Penanggung Jawab Dalam penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Jenis Urusan Pilihan dan SKPD Penanggung Jawab Dalam 
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 
Sintang 

No ' Urusan Pilihan . ---------- -

1 Urusan Kelautan 
' Perikanan 

Urusan Pertanian 

3 
1 

Urusan Kehutanan 

SKPD Peni.1:11ggu11g]awab __ 
dan Dinas Pertanian, Petemakan, Dan Perikanan 

Sadan Penyuluh Pertanian, Petemakan, 
perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan 
Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan 
Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, 
perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

4 I Urusan Energi dan Sumber 
· Daya Mineral 

Sadan Penyuluh Pertanian, Petemakan, 
perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan 
Dinas Pertambangan dan Energi 
Bagian Umum Setda 

5 
6 

Umsan Pariwisata 
: Urusan Industri 

Dinas Pariwisata clan Kehudayaan 
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi 
dan UKM 
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7 , U rusan Perdagangan Dinas Perdagangan, Penndustnan, Koperas1 
dan UKM 

8 Urusan Transmigrasi Dinas SosiaL Tenaga Kerja clan Transmigrasi 
Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang. 

Penyusunan LKPJ terdapat 8 urusan pi!ihan. Jenis l!rusan Piiihan dan SKPD 

Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

I3upati Sintang adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing - masing 

SKPD yang bersangkutan. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di 

daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2007, substansi dalam LKPJ Bupati sekurang-kurangnya menjelaskan: arah 

kebijakan urnum pernerintahan <laerah, pengelolaan keuangan <laerah secara 

makro, termasuk penclapatan dan belanja daerah~ penyelenggaraan urusan 

desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas 

umum pemerintahan. A.rah kebijakan umum pemerintahan daerah mernuat visi, 

misi, strategi, kebijakan clan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan claerah 

memuat: pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, 

1 1· . <l 1· <l 1 1 1 1 1 . <l target uan rea11sas1 pen apaian as 1 aeratl, perrnasalanan uan soius1; an 

pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan 

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi. 
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Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan 

wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan meliputi: 

program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

permasaiahan dan solusi. 

Penyelenggarnan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang 

diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Tugas pembantuan yang diterima 

sebagaimana dimaksud 1· ,· me11puu: 1 aasar hukum; instansi pemberi tug as 

pembantuan; program, kegiatan dan pelaksanaannya; sumber dan jumlah anggaran 

yang digunakan; dan permasalahan dan solusi. Tugas pembantuan yang diberikan 

rneliputi. dasar hukum, urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan; dan 

sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. 

Memperhatikan uraian di atas, terdapat beberapa kelemahan yang dapat 

menyebabkan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sintang belum dapat tercapai secara optimal seperti yang tercanang dalam 

perencanaan strategik organisasi. Kelemahan dan ancaman tersebut akan dapat 

menyebabkan kegagalan Jalam upaya mewujudkan visi dan rnisi. • 1 Auapun 

kelemahan dan ancaman itu antara lain: 

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur Jalam pengolahan data penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang. 
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2. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi yang 

mendukung. 

3. Masih rendahnya tingkat koordinasi antar satuan kerja. 

4. Intervensi kepentingan politik dalam kaitannya dengan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati. 

5. Semakin kritisnya anggota DPRD dalam menyoroti kinerja pemerintah daerah. 

G. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap capaian basil kinerja pemerintah 

daerah. 

Oleh karena itu, poia koordinasi penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang dapat berupa Forum; Tim, Panitia, dan 

Kelompok Kerja, Dewan atau Badan, serta Sistem Satu Atap (One Roof S'ystem) 

Jan Sistem Satu Pintu (une Duor Sy . .,iem). Ilerdasarkan hasil wawancara Jengan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Ketua Tim Penyusun LKPJ Bupati 

Sintang, dapat diketahui bahwa pola koordinasi yang paling sering diterapkan 

dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan LKPJ adalah berupa Forum; Tim, 

Panitia, dan Kelompok Kerja. 

Adapun pengaruh pola koordinasi yang diterapkan tersebut, dapat 

diketahui bahwa pola koordinasi berupa Forum; Tim, Panitia, dan K.elompok 

Kerja sangat berpengaruh terhadap penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Forum 

dilakukan dalam wujud pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat. Sedangkan Tim, 
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Panitia, dan Kelompok Kerja dilakukan apabila sesuatu kegiatan yang diiakukan 

bersifat kompleks, mendesak, multisektor, multidisiplin, dan multifungsi. 

Menurut Suganda (1991 :30) koordinasi dalam kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan dapat dibedakan sebagai berikut, "Koordinas1 Hierarkhis 

(koordinasi Vertikal) dan Koordinasi Fungsional". Koordinasi hierarkhis 

(vertikal) adalah koordinasi dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu 

instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. 

Koordinasi macam ini melekat pada setiap fungsi pimpinan seperti halnya fungsi-

fungsi perencanaan, penggerak, pengorganisasian, dan pengawasan. Setiap 

. . 1 , .. , , 1 J. ., k · , I pnnpman oen~ewaJ10an untuK mengr;.oor rnas1Kan eg1atan oawa 1annya. 

Berdasarkan Pernturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2007, LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripuma DPRD.LKPJ 

sebagaimana dimaksud dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata 

tertib DPRD. Berdasarkan basil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan 

DPRD. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

LKPJ Jiierima. Kepuiusan DPRD Jisampaikan kepada kepala daerah Jalam rapat 

paripuma yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah 

untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Apabila LKPJ 

tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, rnaka 

dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempumaan. 
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Ketersediaan kebijakan (peraturan perundang-undangan dan sebagainya) 

berpengaruh terhadap penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Dengan adanya 

kebijakan tersebut, tentunya selain menjadi payung hukum juga dapat menjadi 

panduan dan acuan dalam penyusunan LKPJ. Seiain Peraiuran Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dae rah Kepada Pemerintah, La po ran Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat, payung hukum dalam penyusunan LKPJ Bupati Sintang adalah 

sebagai berikut. 

1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 033 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 

Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012 

2. Keputusan Bupati Sintang Nomor 130kep-Tapem/2012 Tentang Pembentukan 

Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012 

3. Keputusan Bupati Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapem/2013 Tentang 

Pembentukan Tim Penghimpun Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati 

Sintang Tahun 2012 

Sarana koordinasi yang lain adalah rencana kerja. Ketersediaan rencana 

1 · , 1 1 d Lrr p' n · S · ,..... 1 K.el]a oerpengarun ter 1a ap penyusunan r-.... J uupat1 in tang. uengan auanya 

rencana kerja tersebut diharapkan pelaksanaan penyusunan LKPJ dapat lebih 

terarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Tata Pemerintahan Setda 

42512.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



'{Q 
I l) 

Kabupaten Sintang sebagai Sekretaris Tim Penyusun LKP J Bupati Sin tang, dapat 

cliketahui bahwa ketersecliaan proseclur clan tata kerja berpengaruh terhaclap 

penyusunan LKPJ Bupati Sintang. Selain itu, hasil penelitian m1 Juga 

memperlihatkan ketersediaan rapat/pertemuan juga sangat berpengaruh terha<lap 

penyusunan LKPJ 

Koorclinasi menentukan clan mempengaruhi keberhasilan tujuan yang ingin 

di. · H 1 b 1 · 1· · 1 _j 1 . 1 1 capa1. ai terse ut perm JUga 01tunJang oengan auanya peoornan agar tiGaK 

terjaclinya kesimpangsiuran clan kesalahan clalam rangka mencapai tujuan yang 

telah clitetapkan. Koorclinasi clalam penyusunan LKPJ belum sepenuhnya climulai 

pada saat perumusan kebijaksanaan. 

Koorclinasi clalam penyusunan LKPJ cliharapkan climulai sejak awal, yaitu 

pacla tahap perencanaan. Sehubungan clengan itu, untuk mengetahui koorclinasi 

antar unit kerja terkait dalam proses perencanaan penyusunan LKPJ kadang-

kaclang saja clilakukan. Paclahal, koorclinasi antar lembaga pemerintah perlu 

clilaksanakan mulai clari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, 

I 1 . d d 1 1· pe aKsanaan sarnpai pa -a pengawasan -an pengenaa11annya. 

Koorclinasi penyusunan LKPJ kaclang-kaclang saja acla kesamaan persepsi 

antar unit kerja terkait. Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setcla 

Kabupaten Sintang selaku punpman unit ke1ja yang bertanggung jawab secara 

langsung clalam pelaksanaan teknis Penyusunan LKPJ Bupati Sintang, ha! m1 
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disebabkan masih a<lanya perbe<laan antara unit kerja terkait mengenai obyek atau 

sasaran yang menjadi acuan dalam penyusunan LKPJ 

Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi diperlukan rancangan 

pertemuan yang <liiakukan secara berkaia. Menurut Petugas pengolah data LKPj 

Bupati Sintang menyatakan sudah ada rancangan pertemuan berkala. Sedangkan 

upaya pemecahan masalah-masalah dalam Selain itu, sudah ada upaya pemecahan 

masalah-masalah dalam koordinasi penyusunan LKPJ. Pemecahan masalah 

tersebut, dilakukan dalam rangka mengerahkan semua potensi sumber daya dalam 

penyusunan LKPJ. 

Selain untuk rnengerahkan sernua potensi surnber daya, pemecahan 

masalah juga dimaksudkan guna penyempumaan sistem kerja. Penyempumaan 

sistem kerja dalam koordinasi penyusunan LKPJ belum sepenuhnya dapat 

<lilakukan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyempumaan sistem kerja tersebut 

antara lain adalah proses dengar pendapat semua pihak serta penggunaan alat-alat 

komunikasi dalam koordinasi. 

Guna memudahkan pelaksanaan k.oordinasi, d. 1 1 

1penuKan pula 

kepanitiaan/tim yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Adapun 

pembentukan kepanitiaan/tim dalam koordinasi penyusunan LKPJ ditetapkan 

mdalui Keputusan Bupati Sintang Nornor 033 Tahun 2013 Tentang 

Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014, 

dengan susunan sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014 

, No 
NAMA 

1. Drs.Milton Crosby,M.Si 

! 2. Dra. Yosepha Hasnah, M.Si 

· G.A. Anderson, SH, J'vliv1 
,.., 

! ..J . 

• 4. Ir. Zulkarnaen, M.Si 

~ 5. Sy. Yasser Arafat, 

S.Sos.M.Si 

'6. Drs. Lindra Azmar.M.Si 

I . Edy IIannaini, SE, M Si 

JAB AT AN 

• Bupati Sintang 

; Sekretaris Daerah Kabupaten 
· Sintang 
, Asisten Pemerintahan Sekda 

Asisten Administrasi Umum 

Kepala Bagi an Tata 
Pemerintahan Setda 

i

' Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan 

, Kepala Bagian Umurn Setda 

I 8. Herkolanus Roni, SH, M.Si. · Kepala Bagian Hukum Setda 

1 

9. Ramli Andoi, S.Sos. 

I 10. B. Hengky Saputra, 
I 

S.STP M.Si 

' 11. Eman Kurniawan, S.STP, 

MSi 
I 

I 12. Ida Aini 

13. Abang Akhtar, S.Sos 

14. Pangki, S.Sos 

15. A.M.Hendry V, S.Sos 

i 16. Fransiskus Edward,S.Sos 

! 17. Wiwik Susanti 

18. Sarkuniy 

19. Elisabeth Yulianti 

Kepala Bidang Anggaran Dinas 
• Pendapatan, Pengelolaan 
' Keuangan dan Aset 
! Kasubbag Pengembangan 
' Otonomi Daerah 

Kasubbag Pemerintahan Umum 

· Staf Bagi an Tata Pemerintahan 

StafBagian Tata Pemerintahan 

' Staf Bagi an Tata Pemerintahan 

StafBagian Tata Pemerintahan 
I 

Staf Bagi an Tata Pemerintahan 

• StafBagian Tata Pemerintahan 

; Staf Bagi an Tata Pemerintahan 

KEDUDUKAN 
DALAMTIM 

Pengarah 

Penanggung 
Jawab 

Ket u a 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 
I 
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No KEDUDUKAN 
NAMA J A B AT AN DALAM TIM 

' 20 Hotmansyah StafBagian Tata Pemerintahan Anggota 

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang. 

I3erdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui dalarn koordinasi 

penyusunan LKPJ telah dibentuk kepanitiaan/tim. Tim dimaksud bertugas 

melaksanakan verifikasi data dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 

<lan seianjutnya <lisampaikan kepihak konsultan untuk kepentingan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang; serta 

melaksanakan koreksi draf Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaien Sintang. 

Se1anjutnya, melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor l 30kep-Tapem/2014 te1ah 

dibentuk Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014 dengan 

susunan sebagai berikut. 

Tabel 4 10 Tim Narnsumher Penyusunan lKPJ Bupati Sintang Tahun 2014 

i. Ant Ard1yanto, Ak, 

M.Ak 

JABATAN POKOK 

3 

DITUNJUK 

SEBAGAI 

4 

: l\..epala Bidang APD Badan : Pembantu 

I Pengawasan Keuangan dan 1 Penanggung Jawab 

i Pemh<lng1man Penvakilan 
I 
! Provinsi Kalimantan Barat 
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No. NAMA 

Taukhid, S. E. 

3. Rusdy Sofyan, Ak. 

J ABAT AN POK OK 

Auditor Ahli Madya Badan 

Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Perwakilan 

Provinsi Kalimantan Barat 

Auditor Ahli M uda Badan 

Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Perwakilan • 
Pmvinsi Kalim;mt;m R<1rnt 

4. Ahmad Roziqin, S.E Auditor Penyelia Badan 

c 
.) . 

6. 

Saa' Jiliah 

Gigih Waskitho 

r I Farandika Gita A 

Pengawasan Keuangan dan 

I Pembangunan Perwakilan 
I 
· Provinsi Kalimantan Barat 
1 

Auditor Terampii Pernula 

Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan 

I Perwakilan Provinsi · 

1 Kai imantan Barat 

i Auditor Terampil Pemula 
I 

\ Badan Pengawasan Keuangan 
i dan Pcmbangunan 

Perwakilan Provinsi 

Kalimantan Barat 

I Auditor Terampil Pemula I 

: Badan Pengawasan Keuangan ! 

i dan Pembangunan : 

I Perwakilan Provinsi 
1 

! Kalimantan Barnt 

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang. 

DlTUNJUK 

SEBAGAI 

Fasilitator 

F asilitator 

F asilitator 

F asilitator 

F asilitator 

F asilitator 

T ugas Jan Kewajiban Tim l'<'arasumber Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 

sebagaimana dimaksud di atas adalah menyediakan tenaga Asistensi dan 
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i No. 

i 1 
' 1 

! 

I ,., 
,_. 

! 

' 

I 3. 

4 

Narasumber dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Sintang; serta memberikan bimbingan teknis kepada Aparatur 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan penyusunan draf 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang. Tim 

sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagaimana 

Nota Kesepakatan Bersama (Momerandum ql [ !nderstanding) antara Pemerintah 

Kabupaten Sintang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. 

Selain Tim sebagairnana dikemukakan di atas, rnelalui Kepuiusan Bupati 

Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapem/2014 juga telah dibentuk Tim Penghimpun 

Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014, dengan susunan 

1 . b ., seoaga1 enKui. 

Tahel 4 l l Tim Penghimpun Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati 
Sintang Tahun 2014 

N AM A UNITKERJA I 
KEDUDUKAN 

I DALAMTIM 
2 3 ! 4 

Yohanes, ST Bagian Tata Pemerintahan i 
! 

Koordinator 
Sekretariat Daerah Kabupaten i 

I Sin tang 
Azwar, S.lp,iv1.Si. Bagian Organisasi dan I Anggota 

Tatalaksana Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sintang i 

Sridani, S.Sos Bagian Umum Sekretariat 
I 

Anggota 
Daerah Kabupaten Sintang I 

Sari Fi rivanti. SH. MH Bauian Hukum Sekretariat I An!.rn:ota ! p -
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I No. NAMA 

' 5. , Sukirno 

6. EhsanuJin, S.Sos 

, 7. Muhdor 

8 Fransiskus Dwi Fehrivanto, 

ST 

' 9. Hclmi, S.Sos, i\1.Si 

10. Banan, S.Th 

' I 1.1 Syukur Saleh, S.Sos 

12. Ida Aini 

! 13. Eko Sudiarto, SKM, MKM 

14. Endah Puspitarini W 

15. Nur'aini 

16. Apriansyah Firdaus, A.Md 

I 17. Albina Snparsa, SP 

1 

18. Drs.Mislan 

84 

UNITKERJA I KEDUDUKAN 
I DALAMTIM 

Daerah Kabupaten Sintang 
Bagian Penanaman Modal 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sintang 
Bagian PemuJa Jan Olah Raga 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sintang 

I 

\ A.nggota 

I 
Anggol.a 

Bagian Pertanahan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sintang 

I Anggota 

Ragian Sante I dan PDF 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sintang 
I3agian Ek.onomi dan 
Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sintang 
Bag1an Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sintang 
Bagian Informasi dan 
Komunikasi Sekretariat Daerah 
Kahupaten Sintancr ~ . ~ .. --o 

Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sintang 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sintang 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sintang 
Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan 

I 

I 

I 

! 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

l 

UK_M Kabupatcn Sintang 
1 

Dinas Kebudayaan dan f 

Priwisata Kabupaten Sintang ! 

Dmas Pertaman, Petemakan 
dan Perikanan Kabupaten 
Sintang 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan I 

An!lgota .._.'_. 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 
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I No. NAMA 

19. Rina, SH 

"""f' ..... .. 
! ' < T 

LU. l'rnrfaJ11ansah, SKm.1v1KM 

21. 

22. 

,..,,., 
... J. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

I 29. 

I 30. 

I '°'' j l. 

Herman Syahrudin 

lrwan W ahyudi 

LJmi Kumiati 

Muhammad Ali 

Yusni Hayati, SE, M.Si 

Yulina, S.Sos 

Rochman, ST 

Yulina 

Andi Budiono 

Agustinus, S.Sos.M.Si 

Hendra Supnyansyah, SP 

32. Meri Sensiana, SE, M.Si 

_ _l_ 

UNITKERJA 

Keuangan dan Aset Kabupaten I 
I 

Sintang 
Dinas Perhubungan Kabupaten 

I 
I 
I 
I 

Sintang I 
r 

' Dmas Kebers1ha11, Pe1tamanan 
dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Sintang 

' 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten 
Sintarnz-
Dinas Kehutanan dan i 
Perkebunan Kabupaten Sintang 1 

Dinas Pcndid1kan Kabupatcn i 
Sintang I 

Dinas Pekerjaan Umum I 
I 

Kabupaten Smtang l 

Dinas Pertambangan dan I 

Energi Kabupaten S intang \ 
Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Sintang 
Sadan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sintang 
Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Sintang 
Sadan Kesatuan Sangsa, 
Politik dan Perlindungan 

i 

I 

! 
Masyarakat Kabupaten Sintang ' 
Sadan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sintang 
I3adan Pdaksana Penyuluh 
Pertanian, Perikanan, 
Kehutanan dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Smtang 

85 

KEDUDUKAN 
DALAMTIM 

Anggota 

. 
Anggolli 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Sadan Penanggulangan Anggota 
Bencana Daerah Kabuoaten 

L§in1'1n_g___ . ~- _ _J ---·· .. __ I 

42512.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



' 
. No. 
! 

33. 

34. 
i 

35. 
i 

! 

36. 

.17 

38. 

39. 

I 40. 

N AMA 

Igak 

Leni Marlina, SE 

Santio110, A.Md 

Indra Gunawan, S.Sos 

Nammg Qosim. Sff 

Halimatussya' diyah, S,Sos 

Ponimin, S.Sos 

Hermanto, SKM 

UNITKERJA 

Badan Pengelola Perbatasan 
Kal:iupaten Sintang 
Inspektorat Kabupaten Sintang 

Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten 
Sintang 
Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten Sintang 
Kantor Pelayanan Tarpadu Satu 
Pintu Kabupaten Sintang 
Kantor Pemberdayaan 

- . - ·~ "'!. "'t,....r Ma::. y a1 akat dan P..,n,1:.intahan 
Desa Kabupaten Sintang 
Kantor Arsip dan Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Smtang 
Rumah Sakit Umun Daerah 
Ade Moehammad Dioen 

! 
i 
I 

I 

I 

I 
'. 

I 

! 

i 

I 

I 
I 

I Kabupaten Sintang - I 

Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang. 
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KEDUDUKAN 
DALAMTIM 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Tugas dan Kevvajiban Tim Penghimpun Data Pendukung Penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang sebagai berikut:mengumpulkan bahan dan 

<lata yang berkaitan <lan <libutuhkan <lalam rangka Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang pada masing-masing SKPD; melaksanakan 

cros eek data Jengan hasil pengolahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang Tahun 2012 

dari pihak konsultan. Dalam melakukan tugas, Tim sebagaimana dimaksud, 
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bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerJa Tim secara 

tertulis kepada Bupati Sintang. 

Marseto (dalam Effendy, 1996:70) menyatakan bahwa "suatu data yang 

berniiai harus 
1. 

memenu111 tiga ketentuan, yakni. a) Keteiitian data 

(precision reproducebility); b)Komparabilitas data (comparability) clan c) 

Validitas data (Validity)". Dengan demikian keberadaan suatu data dalam sebuah 

kantor hams didasarkan kepada aspek selektivitas data yang benar-benar akurat 

sehingga data tersebut pada akhirnya dapat diolah clan memiliki makna bagi suatu 

. . 
orgamsasi. 

Lucas (Jalam Sutrisno Jan Sanusi, 2001.20) rnenyatakan infonnasi 

adalah "data yang telah diolah menjadi bentuk yang mengandung arti bagi 

penenma clan mempunyai/memiliki nilai nyata dalam keputusan, baik 

sekarang/saat ini maupun yang akan datang". Sementara itu Terry (dalam Sutrisno 

clan Sanusi, 200 I :20) mengemukakan bahwa: "informasi adalah data yang 

mengandung arti dalam memberikan pengetahuan yang bermanfaat". Davis 

(daiam Effendy, 1996.76) menyatakan bahwa: "lnfonnasi adalah data yang telah 

diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima clan 

mempunya1 nilai nyata clan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan 

mendatang". 

Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sintang adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah Kabupaten Sintang di 

42512.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



88 

Bidang Administrasi Pemerintahan. Untuk itulah komitmen yang sangat kuat 

diharapkan dari seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang khususnya 

Bagian Tata Pemerintahan agar secara terns menerus meningkatkan kualitas 

pelayanan Jan pekerjaan. Sejalan dengan kondisi tersebut, perlu adanya upaya 

pembinaan aparatur, sehingga penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang kepada DPRD dapat terlaksana tepat waktu 

dengan dukungan data yang tepat, jelas Jan akurat. 

Gun a memperlancar penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang diperlukan ketersediaan data baik jumlah, 

cakupan dan kelengkapan data pendukung. Jenis Data Urusan Wajib yang 

Diperlukan Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 

Sintang relatif agak sulit di dapat. Jenis Data Urusan Pilihan yang Diperlukan 

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang 

relatif agak sulit di dapat. Oleh karena itu, koordinasi dalam proses pengumpulan 

data dimaksud perlu dilakukan. Pada dasamya informasi diproduksi oleh data, 

sehingga keberadaan suatu data sangat rnenentukan nilai suatu informasi. 

Kekeliruan dalam mengelola data akan berakibat pada kelemahan informasi itu 

sendiri, sementara itu informasi dapat dijadikan referensi dasar dalam 

pengambilan keputusan. Berkenaan dengan pengambilan keputusan, 

Sedarmayanti (2001 :38) mengemukakan bahwa informasi dapat berfungsi untuk: 
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a) J'vienggambarkan; b) Menjelaskan/menerangkan; c) Memperkirakan; d) 

Mengevaluasi; e) Mengadakan pembaharuan. 

2. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada 
DPRD Kahupaten Sintang 

Hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang diketahui 

bahwa µembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada 

DPRD Kabupaten Sintang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu 

sebagai berikut: ( 1) Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten 

Sintang Jalam rangka menentukan agenda siJang paripurna pembahasan LKPJ 

Bupati. (2) Penyampaian Surat dari Ketua DPRD kepada Bupati untuk 

menyampaikan Pidato LKPJ dalam paripuma DPRD. (3) Pembantukan Pansus 

DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ. (4) Kunjungan ke1ja/Kaji terap DPRD. 

(5) Rapat Ke~ia dengan SKPD. (6) Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap 

LKPJ Bupati. 

untuk melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Sintang, DPRD 

Kabupaten Sintang membentuk Panitia Khusus (Pansus) dengan Surat Keputusan 

DPRD Kabupaten Sintang. Susunan Pansus LPKJ Kabupaten Sintang adalah 

1 . 1 ., 

seoagai oeni<.ut: 
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Tabei 4.12 Susunan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Sintang <lalam 
Rangka Pembahasan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014 

No Nama Kedudukan Dalam Panitia 

1. Alan Ketua 

I 2 
Wakil Ketua 

Sekretaris 

Kusnad1 Anggota 

I -
). Oil,~ nggota A 

6. Heri Jambri, S.H. M.Si Anggota 
~--·--·---·-- ---·----~------------~ ------·-~·----- --~------------ ~- - -·- ----- . -------~------·-- --~-----~-----·---·-- -·------ . 

7. Tuah Mangasih, ST, M.Si. Anggota 

8. Kelibuk Anggota 

9. A.M. Abdrurrazak, A.Md Anggota 

10 Welbertus, S Sos Anggota 

11. Herimaturida, S.Pd. M.Pd Anggota 

12. G 1 n · ,..,.,.... wam K.az1q, :::i t Anggota 

13. K. Dani! B Anggota 

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2016. 

Panitia khusus rnelakukan ke1ja dengan mekanisrne rapat-rapat internal 

Pansus, Rapat Dengar Pendapat, konsultasi dengan pemerintah yang lebih tinggi 

serta kegiatan peninjauan lapangan. Panitia khusus beke(ja sejak SK pimpinan di 

tandatangani <lengan urutan kegiatan sebagai berikut: 
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01 
/ l 

Tabel 4.13 l\...egiatan Pansus DPRD K.abupaten Sintang dalam Rangka 
Pembahasan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014 

No Kegiatan Tempat kegiatan 

1. Rapat internal Pansus Ruang Sidang 
DPRD 

2. Rapat kerja dengan Ruang Sidang 
.eksekutif DPRD 

3. Persiapan Adm. Kegiatan Sekretariat DPRD 
· konsultasi Pans us ke 
Depdagri 

4. Rangkaian kegiatan Sintang-Pontianak-
Konsultasi di Depdagri Jakarta 

5 Rapat internal Pansus dan Sekretariat DPRD 
persiapan Adm. Serta 
kelengkapilii eek lapangan 

6 Rangkaian kegiatan eek Beberapa keeamatan 
lapangan di kab. Sintang 

7 Rapat internal Pansus Ruang Sidang 
DPRD 

~ "i-1"' ~;..,1 U - ljU'-" i '-"'i•ti U U.Ul 0 

dengan eksekutif DPRD 
9 Rapat internal Pansus Ruang sidang 

DPRD 

10 Rapat Pleno DPRD Ruang Sidang 
DPRD 

Tujuan/Out Put 

Rumusan Kegiatan dan 
Jadwal kegiatan Pansus 
Keterangan dan penjelasan 
secarn keselnruhan materi 
LKPJ 
Adm. Perjalanan materi 
yang dikonsultasikan 

Landasan dan koridor serta 
eakupan dan out put dalam 
pembahasan materi LKPJ 

. oleh Pansus dan DPRD 
Adm. Perjalanan dan fokus 
optimalisasi materi LKPJ 

Kesimpulan kesesuaian 
data materi LKPJ dan 
kond1s1 Lapangan 
Pembahasan internal hasil 
konsultasi dan 

I 
lapangan dengan 

_LKPJ 
Uvi..U.a. ... i i ( ... ~d ........... i 

eek 

materil 

T KPT 
L...'.L. ... ..; 

dan klarifikasi faktual 
Rumusan Laporan dan 
rekomendasi Pans us 
kepada pleno DPRD 
Penyampaian laporan Hasil 
kerja Pansus kepada plenol 
DPRD 

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2016. 
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Pembahasan terhadap LKP J Bupati merupakan pembahasan yang sifatnya 

represif terhadap kinerja bupati pada satu tahun anggaran. Dengan demikian 

pengawasan LKPJ dilakukan dengan melihat atau mengkaji apa yang sudah 

terjadi melalui dokumen LKPJ, yang dikombinasikan dengan observasi di 

lapangan. Selain itu, Pansus LKPJ juga melakukan koordinasi dengan BPKB 

Perwakian Pontianak, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi dengan 

Dirjen Otda Regional II,. 

Untuk melaksanakan pengawasan yang represif terhadap laporan yang 

sifatnya administratif langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DPRD agar 

pelaksanaan pengavvasan dapat be1jalan seca1a efektif adalah . (a) rnenentukan 

sasaran dan standar, (b) mengukur kinerja aktual, ( c) membandingkan standar 

dengan hasil kerja aktual, (d) mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. 

Dari dokumen LKPJ dapat diketahui bahwa visi kabupaten Sintang dalam 

rangka melaksanakan pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJM 

adalah terwujudnya, masyarakat kabupaten Sintang yang produktif berkualitas, 

sejahtera dan demokratis. Berdasarkan visi iersebut maka ditetapkan misi 

kabupaten Sintang diantaranya memberdayakan ekonomi kerakyatan, 

meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pembangunan 

infrastruktur tranpo1iasi, rneningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan 

lingkungan hidup, meningkatkan pelayanan publik dan lain-lain. 
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Program-program pemerintah yang disusun untuk mencapai misi tersebut 

antara lain misalnya program pendidikan dengan kegiatan: program peningkatan 

mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, program operasi dan perawatan 

fasilitas pendidikan, program pendidikan non formal, program pengembangan 

budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan lain-lain. Dibidang kesehatan 

program-program yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 

diantaranya program obat dan pembekalan kesehatan, program upaya kesehatan 

masyarakat, program pengawasan obat dan makanan, program promosi kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, 

prograrn standarisasi pelayanan kesehatan, program pencegahan dan 

penaggulangan penyakit menular dan lain. 

LKPJ dapat dianggap merupakan laporan kinerja aktual dari Bupati 

beserta perangkat daerah lainnya daiam mejalankan amanah pemerintahan. Dalam 

LKPJ diuraikan apa-apa yang telah dilakukan oleh Bupati selama satu tahun 

anggaran. Hasil kajian DPRD terhadap LKPJ akan dibandingkan dengan target-

target atau kreteria yang telah ditentukan sebelumnya, dan dari hasil perbandingan 

tersebut dapat ditentukan apakah kinerja Bupati beserta aparatnya telah dapat 

mencapai harapan. Hasil kajian DPRD terhadap LPKJ bisa menjadikan bahan 

1 . 1 b ·1 . 1 l 1 l 1. . eva1uas1 untuK per-a1Kan s1stern pemporan, pe aKsanaan program uan K111erJa 

Bupati beserta aparatnya secara keseluruhan. 
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untuk bisa meniiai LKPJ Bupati denuan baik anuuota DPRD seharusnva 
0 ' 00 J 

melakukan uji petik terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, 

pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan 

kesehatan, serta mengidentifikasi penerirna manfaat anggaran publik di bidang 

pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau 

tidak. Terutama untuk program maupun proyek yang mendapatkan alokasi 

ang,garan yang besar. Misalnya, dalam pruyek pembangunan infrastruktur berupa 

jalan, saluran irigasi, saluran drainase, maupun pasar, anggota DPRD bisa 

melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di 

daerah pe1nilihan. 

C. Pembahasan 

Mahsun (2006:22) menyatakan "pengukuran kinerja dilakukan dengan 

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan" Pengukuran 

dengan menggunakan indikator kinerja pada levei sasaran digunakan untuk 

menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, 

sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang 

ditetapkan dapat dilahat dengan jelas. Selain itu, untuk rnemberikan penilaian 

yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs 

dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. 

42512.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Sintang, kebijaksanaan 

operasional yang hendak dicapai adalah Peningkatan Kualitas Penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah . Dalarn Rem;ana Strategis Sekretariat <laerah 

Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Bagian Tata 

Pernerintahan, program yang hendak dilaksanakan adalah Optirnalisasi 

Penyusunan Laporan Keterangan Pe1ianggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 

Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 

untuk Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ \Vakil Kepala Daerah 

berupa Penyusunan LKPJ Kepala Daerah sebesar 98,74%. Sedangkan untuk 

Penyusunan LKPJ akhir masajabatan Kepala Daerah tercapai target 99,62%. 

Menurut l\iiangkunegara (2005:44) "untuk pembelajaran pengukuran dan 

evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes 

yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain 

k. . , . , , I ,, N , ·k· , , . b . • me1Ja paaa ianun seoe umnya . i amun aem1 ian, Karena Keter atasan aata 

sebagai akibat belurn terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator 

keberhasilan kinerja tahun sebelurnnya menggunakan indikator kinerja yang 

berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan Jan penurunan 

kinerja belurn dapat disajikan. 
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Hasii pengukuran kinerja sesua1 mekanisme perhitungan pencapaian 

kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan 

sesua1 dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

rnewujudkan v1s1 dan rn1s1 instansi pernenntah. Pengukuran kim:rja menurul 

Irawan (dalam BKN, 2001 :6) "ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik 

yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator 

masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (uulc.omt:.) )". Sedangkan 

indikator rnanfaat, dan dampak sebagian barn terbatas pada identifikasi untuk 

melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran 

kine1Ja di lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang belurn sepenuhnya 

terbangun. 

Penilaian kinerja merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu 

organisasi karena hasii peniiaian ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan 

organisasi dalam pencapaian misinya Dengan melakukan penilaian terhadap 

kinerja, maka upaya untuk memperbaiki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

organisasi dapai dilakukan secara sisternatis dan iebih terarah. Kecenderungan 

yang terjadi selama ini kaitannya dengan penilaian kinerja organisasi adalah tidak 

didasarkan pada output akan tetapi lebih didasarkan pada input, sehingga 

1 k . 11 1 ., d k. . d d 1 d 1 ' I .d oorongan untu · mewUJUOKan 1aSli an ·me1Ja cen erung ren an · a1arn Ke 11 · upan 

birokrasi. 

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Di Bagian Tata Pemerintahan 

42512.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



CY'7 
:; I 

Sekretanat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 dengan indikator Tingkat 

Kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi data dalam 

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP J) Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat tercapai target sebesar 

55%. Dengan dernikian, tingkat kemampuan aparatur, ketepatan \.vaktu, serta 

tingkat akurasi data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Kepala Daerah Kepada Devvan Pervvakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat masih belum 

mencapai target yang diharapkan. 

Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD Kabupaten Sintang dilihat 

dari tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan dalam 

penyusunan LKPJ diketahui bahwa tingkat pemahaman terhadap tugas-tugas yang 

tertera dalam uraian tugas khususnya dalam penyusunan LKP J Bupati cukup baik. 

Meskipun demikian, bukan berarti pemahaman aparat terhadap apa yang 

. ,. , , 1 l ,. , · I , b ., p l menJam oeoan tugasnya te1a 1 01panam1 sepenu mya aengan atK. ·ema 1aman 

pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih kurang sehingga sering 

menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian suatu masalah/pekerjaan. Cara 
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mengaiasmya aniara iain 1 uengan mempersiapkan pegawa1 untuk mengikuti 

kursus-kursus atau pelatihan teknis serta melakukan mekanisme kontrol yang 

tepat. 

untuk penyeiesaian tugas penyusunan LKPJ tergantung pada kelengkapan 

data yang diperlukan, akan tetapi dalam penyelesaiannya masih sering terjadi 

keterlambatan. Hal ini juga disebabkan karena data yang telah ditentukan tidak 

dapat dipenuhi oleh SKPD sehingga aparat perlu rnelakukan konfirrnasi ulang 

terhadap persyaratan yang diperlukan, ha! ini cukup memerlukan waktu karena 

kadang-kadang pada waktu dikonfirmasikan mereka tidak ada ditempat. Dari 

hasil penelitian rnenunjukkan bahwa pelaksanaan tugas aparat pada I3agian Tata 

Pemerintahan dari aspek efektivitas yang dilihat dari pemahaman akan tugas dan 

pekerjaan kantor, tenggang waktu penyelesaian suatu permasalahan, ketepatan 

dalam penyeiesaian berkas permasalahan serta jumiah penyelesaian surat/berkas 

permasalahan dapat dikatakan masih belum optimal. 

Proses Pengolahan Input Data Hasil Pembangunan Yang Telah Dicapai 

Oleh Setiap SKPD Sebagai Bahan untuk Penyusunan LKPJ Kepada Bagian Tata 

Pemerintahan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan LKPJ 

Bupati dilakukan melalui koordinasi fungsional baik secara horizontal (koordinasi 

terhadap unit/instansi yang setingkat), secara diagonal (koordinasi terha<lap 

instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya) maupun 
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secara territorial (koordinasi terhadap instansi lainnya yang berada dalam suatu 

wilayah tertentu ). 

Jenis koordinasi fungsional paling sering digunakan dalam koordinasi 

penyusunan LKPJ Bupati. Pern.lekaian koor<linasi yang paling sering <literapkan 

dalam penyusunan LKP J Bupati adalah peningkatan potensi koordinasi 

(pengiriman data dan kontak langsung). 

r. d 1 p p · 1 n 1 1 ·1 • 1 · • • ,..., T 1 oer asarn.an eraturan emenntan Kepuo11K inaones1a J\iomor .J a rnn 

2007, substansi dalam LKP J Bupati sekurang-kurangnya menjelaskan: arah 

kebijakan umum pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah secara 

rnakrn, tennasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan 

desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas 

umum pemerintahan. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah memuat visi, 

misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan daerah 

memuat: pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, 

target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan 

pengeiolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan 

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi. 

Guna memudahkan pelaksanaan koordinasi, diperlukan pula 

kepanitiaan/tirn yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. A<lapun 

pembentukan kepanitiaan/tim dalam koordinasi penyusunan LKPJ ditetapkan 

melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 033 Tahun 2013 Tentang 
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Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014. 

Selanjutnya, melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor l 30kep-Tapem/2014 telah 

dibentuk Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014. 

Tugas <lan Kewajiban Tim Narasurnber Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ka bu paten Sintang Tahun 2012 

sebagaimana dimaksud di atas adalah menyediakan tenaga Asistensi dan 

Narasumber dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan 

Daerah Kabupaten Sintang; serta memberikan bimbingan teknis kepada Aparatur 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan penyusunan draf 

Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah K.abupaten Sintang. Tim 

sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagaimana 

Nata Kesepakatan Bersama (Momerandum qf Undersrand;ng) antara Pemerintah 

Kabupaten Sintanu denuan Badan Pen°awasan Keuanuan dan Pernbangunan 0 0 0 0 

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barnt 

Selain Tim sebagaimana dikemukakan di atas, melalui Keputusan Bupati 

Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapern/2014 juga telah dibentuk Tim Penghirnpun 

Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014. 

Tugas dan Kewajiban Tim Penghimpun Data Pendukung Penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah <lan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang sebagai berikut:mengumpulkan bahan dan 

data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam rangka Penyusunan Laporan 
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Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah dan La po ran 

1 (\ 1 
iVl 

Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang pada masing-masing SKPD~ melaksanakan 

cros eek data dengan hasil pengolahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dan Laporan Keterangan Pe1ianggungjawaban Bupati Sintang Tahun 2012 

dari pihak konsultan. Dalam melakukan tugas, Tim sebagaimana dimaksud, 

bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja Tim secara 

,. 1 , B · s· te11uus Kepaoa upatt mtang. 

Marseto (dalam Effendy, 1996:70) menyatakan bahwa "suatu data yang 

bernilai harus memenuhi tiga ketentuan, yakni: a) Ketelitian data 

(precision reproJ11cr:bilit;), b )Ko1npa1abilita5 data (comparabilii)) Jan (;) 

Validitas data (Validity)". Dengan demikian keberadaan suatu data dalam sebuah 

kantor harus didasarkan kepada aspek selektivitas data yang benar-benar akurat 

sehingga data tersebut pada akhirnya dapat dioiah dan memiliki makna bagi suatu 

. . 
orga111sas1. 

Lucas (dalam Sutrisno dan Sanusi, 2001 :20) menyatakan informasi 

adaiah "data yang telah diolah menjadi bentuk yang mengandung arti bagi 

penenma dan mempunyai/memiliki nilai nyata dalam keputusan, baik 

sekarang/saat ini maupun yang akan datang". Sementara itu Terry (dalam Sutrisno 

dan Sanusi, 200 l :20) mengemukakan bahwa: "informasi aJalah data yang 

mengandung arti dalam memberikan pengetahuan yang bermanfaat". Davis 

(dalam Effendy, 1996:76) menyatakan bahwa: "Informasi adalah data yang telah 
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iv-.. 

diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi s1 penenma dan 

mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan 

mendatang". 

je111s Data yang Diperlukan Dalarn penyusunan Lapman Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang relatif agak sulit di dapat. Oleh karena itu, 

koordinasi dalam proses pengumpulan data dimaksud perlu dilakukan. Pada 

d . ~ . ,. J 1 . 1 1 d . 1. 1 1 d . 1 ' ' asamya 111torrnas1 01proouKs1 o en · ma, semngga Keoera aan suam aarn sanga1 

menentukan nilai suatu informasi. Kekeliruan dalam mengelola data akan 

berakibat pada kelemahan informasi itu sendiri, sementara itu informasi dapat 

dijadikan referensi dasar dalani pengarnbilan keputu:>an. Berkenaan den"an /:::> 

pengambilan keputusan, Sedarmayanti (200 I :38) mengemukakan bahwa 

informasi dapat berfungsi untuk: a) Menggambarkan; b) 

Menjelaskan/menerangkan; c) ivlemperkirakan; d) Mengevaiuasi; e) Mengadakan 

pembaharuan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. I3erJasarkan aspek penyusunan LKPJ Japat Jisirnpulkan sebagai berikut. 

a. Tingkat kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi 

data dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Kepala Daerah KepaJa Devvan Pervvakilan Rakyat Daerah 

masih belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian sasaran 

kinerja barn mencapai 55% dari target 100%. 

b. Koordinasi dalarn Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang belum sepenuhnya dimulai 

pada saat perumusan kebijakan, yaitu pada tahap perencanaan. 

c. Jenis Data yang Diperlukan Dalarn penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang baik data Urusan Wajib maupun 

Urusan Pilihan relatif agak sulit di dapat. 

2. Berdasarkan aspek pembahasan LKP J dapat disimpulkan bahwa 

pembahasan LKPJ dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu 

sebagai berikut: (1) Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten 

Sintang daiam rangka menentukan agenda sidang paripurna pembahasan 

LKPJ Bupati. (2) Penyampaian Surat dari Ketua DPRD kepada Bupati 

1 "" ii).) 
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untuk menyampaikan Pidato LKPJ daiam panpurna DPRD. (3) 

Pembantukan Pansus DPRD dalam rangka pembahasan LKPJ. (4) 

Kunjungan kerja/Kaji terap DPRD. (5) Rapat Kerja dengan SKPD. (6) 

Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati. 

B. Saran 

1 . Guna mendukung kelancaran Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang kegiatan koordinasi perlu 

dimulai sejak awal, yaitu pada tahap perencanaan. Dengan dimulai sejak 

perencanaan diharapkan adanya kesamaan persepsi antar unit kerja terkait. 

Dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan pula dilakukan penyempurnaan 

sistem kerja 

2. Guna mendukung kelancaran Penyusunan Laporan Keterangan 

Pei langgungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang perlu . 1 - ' pen mgKatan 

kemampuan staf dalam pengolahan data penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang. Indikator yang dijadikan amatan 

untuk mencapai sasaran iersebut adalah I) Meningkainya kornpetensi 

pengolahan data~ 2) Ketepatan waktu penyusunan LKPJ dan 3) Tingkat 

akurasi data LKP J Bupati. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Pelatihan 

pengolahan data penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati Sintang. 
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Jenis Data Urusan \Vajib yang Diperlukan Dalam penyusunan Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang 

No Urusan Wajtb 
1 Urusan Pendidikan 

'rusan l\..esehatan 

3 Urusan Lingkungan Hidup 

4 Urusan Pekerjaan umum 

5 Urusan Penataan Ruang 

1 

Jems Data 
• Jumlah sarana dan prasarana 

pendidikan (Pendidikan Anak lJ sia 
Dini, Pendidikan Dasar, Menengah 
dan tinggi, Pendidikan Non Formal) 

• Jumlah siswajenjang 
TK/RA/Penitipan anak 

• Angka Parisipasi Mumi (APM) 
SD/MVPaket A 

• Angka Parisipasi Mumi (APM) SMP/ 
:\1Ts/ Pakct B 

• Angka Parisipasi Mumi (APM) 
SMNSMK/ Paket C 

• 
• 

• 

Angka Putus Sekolah (APS) SD/Ml 
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ 
MTs 
Angka Putus Sekolah (APS) 
SMA/SMK 
J umlah sarana dan prasarana kesehatan 
(Rumah sakit, puskesmas, pustu, 
klinik dll) 

• Cakupan balita gizi buruk yang 
mendapat perawatan 

• Cakupan µenemuan Jan penanganan 
penderita penyakit TBC BT A 

• Cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit DBD 

• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 
pasien masyarakat miskin 

• Luas area ruang terbuka hijau (RTH), 
taman dan lahan resapan air 

• Daya tampung tempat pembuangan 
sampah (TPS) per satuan penduduk 

• Persentase iumlah samnah varnz danat 
_, .l -' ......... ... 

ditangani oleh petugas kebersihan 
• Panjang jalan dalam kondisi baik. 
• J umiah rumah bersanitasi 
• Luas kawasan kumuh 
• Jumlah bangunan ber-IMB 
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No Urusan WaJib Jems Data 
6 Urusan Perencanaan • Penyelenggaraan musrenbang 

Pembamrnnan kelurahan 

7 Urusan Perumahan • Jumlah rumah tangga pengguna air 
bersih 

• Jumlah rumah layak huni 
• Luas lingkungan pemukiman kumuh 

8 Urusan Pemuda dan Olahraga • Jumlah lapangan olah raga 

• J umlah gelanggang olah raga 
9 Urusan Penanaman Ivfodal. • Rekomendasi ijin usaha yang 

dikeluarkan 
10 U rusan Koperasi clan U saha • J um I ah Kooerasi aktif 

Kecil Menengah. • J um I ah anggota koperasi 
11 Urusan Kependudukan clan • Jumlah penduduk wajib KTP 

Catatan Sipil. • Jumlah Penduduk yang memiiiki Akte 
Kelahiran 

12 Urusan Tenaga Kerja • Jumlah pencari kerja 

• Angka pertumbuhan angkatan kerja 
13 U rusan Ketahanan Pangan • Ketersecliaan pangan utama 
14 lirusan Pemberdayaan • Angka melek huruf perempuan usia 

Perempuan dan Perlindungan 15th keatas 
Anak • Partisipasi angkatan kerja perempuan 

15 Urusan Keluarga Berencana • Prevalensi peserta KB aktif 
dan Keluarga Sejahtera. • Keluarga Pra Sejahtera clan Keluarga 

~ -, T s l11a1 eJa 1 t: 

16 Urusan Perhubungan • Jumlah angkutan darat 

• Jumlah fasilitas/prasarana 
perhubungan 

17 Urusan Komunikasi dan • Jumlah wartel/ warnet yang ada 
nt'.'>r 'lf; {, n 
i1aV1 1 1Ut.-il"U r m 

18 Urusan Pertanahan • Luas lahan yang bersertifikat 

• J um I ah kasus sengketa lahan 
19 U rusan Kesatuan Bangsa dan • Jumlah LSM, Ormas, OKP 

Politik • Jumlah kegiatan LSM, ormas, OKP, 
Parpo!. 

20 Urusan Otonomi Daerah, • Jumlah PNS 
Pemerintahan Um um, • Jumlah Pensiunan PNS 
Admm1stras1 Keuangan • J umlah instansi vertikal dan UPTD 
Dae rah, Perangkat Daerah, 
Ke eaawaian dan Persandian 

I 21 I Urusan Pemberdayaan I • J umlah anggota PKK aktif 
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No Urusan Waj1b 
Masyarakat 

12 l lrns n Sosi:::i1 

23 Urusan Kebudayaan 

24 Urusan Statistik 

25 Urusan Kearsipan 

26 Urusan Perpustakaan 

,., 
.) 

Jems Data 

• Jumlah Posyandu Aktif 

• T!!mh . n '· nrl CT (' rqt __ .... ~h pe .. ) a .. ~an0 _a-~. 
• JUmlah sarana Panti Asuhan, Panti 

Jompo dan Panti Rehabilitasi 

• Jumlah sanggar sem dan budaya 
• Jumlah Sarana/ Prasaran 

nenvelemw.arnan seni dan hlldava ,- - -·- - - -- - -- ---- -
• Jumlah Benda, Situs dan Kawasan 

Cagar Budaya yang dilestarikan 

• Jumiah kegiatan sensus dan survey 
yang dilaksanakan di wilayah tersebut 

• Ketersediaan buku profil wilavah 

• Efekti vitas kegiatan kearsipan yang 
dilaksanakan 

• Sarana dan prasarana arsip yang 
dimilki 

• J umlah perpustakaan yang ada 
Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang. 
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Jenis Data Urnsan Pilihan yang Dipedukan Dalam penyusunan Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang 

No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 
(') 

I 

U rusan Pilihan 
U rusan Kelautan dan 

Perikanan 

Urusan Pertanian 

Urusan Kehutanan 

Urusan Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

Urusan Pariwisata 

Urusan Industri 

U rusan Perdagangan 

Urusan Transmigrasi 

I 

Jenis Data 
• Luas lahan usaha perikanan 
• JumJah tenaga kerja sector 

perikanan 
• Jumlah produksi ikan 
• Tmgkat konsums11kan 
• Luas lahan pertanian 
• f11rnlah tenaaa kerja di hirlana .. - ·- _, ... • ·- ;;::J • . . - -- .. ;;::J 

pertanian 

• Luas Kawasan hutan 

• Kontribusi Sektor Kehutanan 
terhadap PDRB Kabupaten 

• Luas Areal Pertambarn..rnn Rakvat 

• Jumlah tenaga kerja di bidang 
pertambangan 

• Kontribusi Sektor Pertambangan 
terhadap PDRB Kabupaten 

• Jumlah kunjungan wisatawan per 
tahun 

• J umlah lokasi obyek wisata 

• Kontribusi Sektor Parivvisata 
terhadap PDRB Kabupaten 

• Jumlah Idustri Kecil, Menengah dan 
Mikro yang ada 

• Jumlah tenaga kerja sector industri 
kecil, menengah dan mikro 

• Kontribusi Sektor Pertambangan 
terhadap PDRB Kabupaten 

• Jumlah PKL 

• J umlah izin usaha perdangan yang 
telah dikeluarkan 

• Kontribusi Sektor Perdagangan 
terhadap PDRB Kabupaten 

• Luas Areai T ransmigrasi 

• Jumlah transmigrasi swakarsa 
Sumber: Dokumen Kantor Bupati Bagian Tapem Setda Sintang. 

I 
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PEDOMAN \VA \VAN CAR<\ 

Apa vang meniadi tuj·uan strategis Penvusunan Laoornn Keternmrnn 
..; - ..... - ..; J -

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata Pemerintahan 

Scl~rctariat Dacrah Kabupaten Sintang'? 

2. Bagaimanakah pencapaian tujuan Penyusunan Laporan Keterangan 

Perianggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bag1an Tata Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang'7 

'> • . 1 1 J. . d. k 1 1 p T 
J. Apa saJa a1at Koorornas1 yang iperguna ·an aaiam enyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah K.abupaien Sintang'7 

4. Bagaimana kinerja Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang'7 

5. Indikator kinerja apa saja yang menjadi acuan dalam kegiatan 

Penyusunan Laporan Keterangan Pei1anggungjavvaban (LKPJ) Bupati 

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang'7 

o. Berapa jumlah aparatur yang diperlukan untuk mengolah data dalam 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang7 

7. Bagaimanakah kemampuan aparatur dalam pengumpulan data untuk 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang? 
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8. I3agaimanakah kemamµuan aµaratur <lalam pengolahan <lata untuk 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Oleh Bagian Tata Pernerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang0 

9. Bagaimanakah kemampuan aparatur dalam menganalisis data untuk 

Penyusunan Laporan Keterangan Penanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang') 

10. Data apa saja yang diperiukan dalam Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaien Sinia11g? 

11 . Bagaimanakah ketersediaan data dalam Penyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Oleh Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang? 
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TRANSKRIP HASIL \VA \VANCARA 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Judul 

Nama Yang 
Diwawancara 

FRANSISKUS EDWARD, S.SOS. 
50064359i 
Analisis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam 
Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD Kabupaten 
Sin tang 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang 

1. Apa yang menjadi tujuan strategis penyusunan LKPJ Bupati? 

Jawab: berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok 

dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, yaitu 

"meningkatnya kualitas pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan 

petunjuk kknis pembinaan perkembangan penyelenggaraan taia pemeriniahan 

umum, Kecamatan, Kelurahan dan desa serta otonomi daerah". 

2. Apa kebijakan operasional yang henJak Jicapai terkait penyusunau LKPP 

Jawab: dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Sintang yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Bagian Tata Pemerintahan, 

kebijaksanaan operasional yang hendak dicapai adalah Peningkatan Kualitas 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP J) Kepala Daerah 

3. Apa program yang hendak dicapai terkait penyusunan LKP J? 

Jawab. yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Ilagian Tata Pernerintahan, 

program yang hendak dilaksanakan adalah Optimalisasi Penyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

4. Bagaimana kinerja Bagian Tapem daiam menyusun LKPJ? 

Jawab: Cukup baik 
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5. Apa saJa Jems Urusan Wajib dan SK.PD Penanggung Jawab Dalam 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang ') 

Jawab. Penyusunan LKP J terdapal 26 urusan wajib. Jenis Urusan vVajib dan 

SKPD Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan 

Penanggungjawaban Bupati Sintang adaiah berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi masing - masing SKPD yang bersangkutan. 

o. Apa saja Jenis U1usan Piiihan dan SK.PD Penanggung Jawab Dalam 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang? 

Jawab. Penyusunan LKPJ terdapat 8 urusan pilihan. Jenis Umsan Pilihan dan 

SKPD Penanggung Jawab Dalam penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang adalah berdasarkan tugas pokok Jan 

fungsi masing - masing SKPD yang bersangkutan. Urusan pilihan adalah 

urnsan yang secara nyata ada di daerah Jan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi 

unggulan daerah. 

7. Apa saja substansi yang harus dimuat dalam LKPP 

Jawab: substansi dalam LKP J Bupati sekurang-kurangnya menjelaskan: arah 

kebijakan umum pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah secara 

makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan 

desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas 
• 1 • 1 1 1 . . 1 . l 1 l umum pemenntanan. Aran KeDIJaKan umum pemennta 1an aaera l rnemuat 

visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan 

<laerah memuat: pengelolaan pen<lapatan daerah meliputi intensifikasi dan 

ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan 

solusi; dan pengelolaan belanja <laerah meliputi kebijakan umum anggaran, 

target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan 

Jan solusi. 
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8. Apa saja substansi Penyeienggaraan urusan desentralisasi7 

Jawab: Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan 

urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan 

meliputi: program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan 

kegiatan, dan pennasaiahan dan solusi. 

9. Apa saja substansi Penyelenggaraan tugas pembantuan? 

Jawab. iugas pembaniuan rnelipuii iugas pembantuan yang diierirna dan iugas 

pembantuan yang diberikan. Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana 

1· 1 1 1· · <l 1 1 . . L . b mrnaJ\.sua rneuputL · asar nuKum; mstansi pernuen tugas pem antuan; 

program, kegiatan dan pelaksanaannya; sumber dan jumlah anggaran yang 

<ligunakan, <lan permasalahan Jan solusi. Tugas pembantuan yang <liberikan 

meliputi: dasar hukum; urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan; dan 

surnber dan jumlah anggaran yang digunakan. 

10. Bagaimana ketersediaan Data Urusan Wajib yang Diperlukan Dalam 

Penvusunan Lanoran Keteranoan PertanuounoJ·awaban Bupati Sintano 0 
J r o oo ti o· 

Jawab: Sulit untuk dipenuhi 

11. Bagaimana ketersediaan Data Urusan Pilihan yang Diperlukan Dalam 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang? 

Jawab. Sulit untuk dipenuhi 
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Nama Mahasiswa 
NIM 
Judul 

Nama Yang 
Diwawancara 

TRANSKRIP HASIL \VA \VANCARA 

FRANSISKUS EDWARD, S.SOS. 
50064359i 
Analisis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam 
Penyusunan Dan Pembahasan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Hupati Kepada DPRD Kabupaten 
Sin tang 
Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

1. Apa yang menjadi sasaran kebijaksanaan operasional penyusunan LKPJ? 

Jawab: berdasarkan kebijaksanaan operasional yang hendak dicapai tersebut 

maka Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang 

menetapkan sasaran antara lain sebagai berikut: Terciptanya Peningkatan 

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ \Vakil Kepala Daerah yaitu dalam 

penyusunan LKPJ 

2. Bag,aimana capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Di Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 terkait 

penyusunan LK.PP 

Jawab: masih belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian sasaran 

kinerja baru mencapai 55% dari target 100% 

3. Apa saja indikator Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Di Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 terkait 

penyusunan LKPJ? 

Jawab: Tingkat Kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi 

data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Kekrangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat 
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4. Bagaimana tingkat pencapaian sasaran tersebut7 

Jawab: tingkat kemampuan aparatur, ketepatan waktu, serta tingkat akurasi 

data <lalam penyusunan Laporan Keterangan Penanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Infonnasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat masih 

belum mencapai target yang diharapkan. 

5. Bagaimana pemaharnan pegawai ierhadap iugas-iugas penyusunan LKPP 

Jawab: Pemahaman pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif 

masih kurang sehingga senng menimbulkan keterlambatan dalam 

penyelesaian suatu masalah/pekerjaan. Cara mengatasinya antara lain dengan 

mempersiapk<:m pegawai untuk mengikuti kursus-kursus atau pelatihan teknis 

serta melakukan mekanisme kontrol yang tepat. 

6. Bagaimana koordinasi dalam penyusunan LKPJ'.1 

Jawab: jenis koordinasi fungsional paling sering digunakan dalam koordinasi 

penyusunan LKPJ Bupati oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sintang. Pendekatan koordinasi yang paling sering diterapkan 

<laiam penyusunan LKPJ Bupati adalah peningkatan potensi koordinas1 

(pengiriman data dan kontak langsung). Cara meningkatkan potensi koordinasi 

yang dilakukan melalui Sistem Informasi Vertikal dengan mengirim data ke 

atas dan ke bawah jenjang organisasi ataupun melalui hubungan lateral yaitu 

melalui koniak langsung. 

7. Apa yang menjadi payung hukum dalam penyusunan LKPJ Bupati 

Sin tang? 

Jawab: Keputusan Bupati Sintang Nomor 033 Tahun 2013 Tentang 

b • T. F ·•· · P ·KP' T B · · s· ...... · '"'O'" Pern entuKan 11T1 ·asH1tasi enyusunan L · J upau mtang l anun L 1 ~. 

Keputusan Bupati Sintang Nomor 130kep-Tapem/2012 Tentang Pembentukan 

Tim I'~arasurnber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012. Keputusan 
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Bupat1 Sintang Nomor 033/44/Kep-Tapem/2013 Tentang Pembentukan Tim 

Penghimpun Data Pendukung Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2012 

8. Apa tugas Tim Fasilitasi Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 2014'7 

Jawab: Tim dimaksud bertugas melaksanakan verifikasi data dari masing­

rnasing Satuan Ke1ja Perangkat Daerah <lan selanjutnya <lisampaikan kepihak 

konsultan untuk kepentingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Peme1 intahan Daerah Kabupaien Sintang, se1 ta melaksanakan koreksi <lraf 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang. 

9. Apa tugas Tim Narasumber Penyusunan LKPJ Bupati Sintang Tahun 

2014') 

Jawab: Tugas Jan Kewajiban Tim Narasumber Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 

sebagairnana dirnaksud di atas adalah rnenyediakan tenaga Asistensi dan 

Narasumber dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang, serta rnemberikan bimbingan teknis 

kepada Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan 

<lengan penyusunan draf Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Sintang. Tim sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab 

melaksanakan tugas sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama (lv!umerunJum 

<?l Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalirnantan 

Barnt. 

10. Apa tugas Tim Penghimpun Data PenJukung Penyusunan LKPJ Bupati 

Sintang Tahun 2014? 

Jawab: Tugas dan Kewajiban Tim Penghimpun Data Pendukung Penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang sebaga1 berikut.rnengurnpulkan bahan 
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dan data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam rangka Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah clan La po ran Keterangan 

Pertanggungj a waban Bupat1 Sin tang 1 SKPD, paoa masmg-rnasmg 

me laksanakan cros eek data dengan hasil pengolahan La po ran 

Penyelenvuaraan Pernerintahan Dae rah 1 La po ran Keterangan 00 oan 

Pertanggungjawaban Bupati Sintang Tahun 2012 dari pihak konsultan. Dalam 

rnelakukan tuga:s Tirn sebauaimana JimaksuJ be1tanuuunviawab Jan waJ· ib 
' 0 ' 00 OJ 

menyampaikan laporan hasil kerja Tim secara tertulis kepada Bupati Sintang. 

1, ..... . , . ,. D . r, '" ··1 ,...,,. , k D 1 
i. uagaunana Keiersernaan arn urusan vVaJiD yang vipenu ·an a1arn 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang? 

T b s 1· k J" 1 . Jaw a -: unt untu · · 1penurn 

12. Bagaimana ketersediaan Data Urusan Pilihan yang Diperlukan Dalam 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang? 

Jawab: Sulit untuk dipenuhi 
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